BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penvajiian data dan
pembshasan vang telsh diuraikan, maksa dapat disimpulkan
sebagai berikut
1. Bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di

Desa Amahai Kecamatan Amshai Ksbupaten Dati II
Maluku Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanshan Nasional Nomor 410-
1978 Tanggal 18 April Tahun 1996 Tentang Petunjuk

Teknis Pelsksanaan Koneolidasi Tanah;

r3

Kendala  atau  hambatan  yang dihadapi daleam

pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotamn di Desa

Amahail Kecamatan Amahai Kabupaten Dati II Maluku

Tengsh adalsh :

a. terdapat peserta yang kesadarannya masih kurang
untuk mengikuti penyuluhan;

b. Adanya sebaglan peserta/pemilik tanah yang
keberatan Jika letsk  tanahnya mengalami

pergeseran tempat.
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c¢. Adanvs tanaman kelapa

d. Adanyva bangunan

B. Saran-saran

1.

rJ

Keﬁerhaailan relaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
ditentukan antara lain oleh penyuluhan, agar
masyarakat mengerti maksud dan tujuan dilaksanakan
konsolidasi tanah s=serta perlu perencanaan vang
matang dalam menyusun suatu rencana kegiatan
konsolidasi tanah sehingga tidak mengalami hambatan
atauv kendala.

Perlu adanva koordinasi yvang lebih terradu antara
instansi terkait sejask perencanaan, pelaksansan, dan
evaluasi dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
perkotaan.

Perlunya dibangun sarana dan prasarana fieik,
seperti sarana Jjalan, puskesmas, taman, sekolah dan
pasar sehingga masyarakat pemilik  tanah dan

masvarakat di sekitarnyva dapat merasakan manfaatnya.
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